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Peningkatan angka permohonan perkara kepailitan dan PKPU di Indonesia pada era pandemi Covid-19
membuat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk melakukan moratorium
Undang—Undang Nomor 37 tahun 2004 selama tiga tahun. Menurutnya, diperlukan suatu regulasi seperti
moratorium yang dapat dijadikan solusi utama dalam mengatasi peningkatakan angka permohonan perkara
kepailitan dan PKPU. Usulan yang digjukan oleh Apindo ini tidak sepenuhnya didukung oleh beberapa
pihak. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menawarkan solusi lain seperti pengaturan tindakan
sementara pada kepailiatan yang telah berhasil dilakukan oleh Singapura dan Inggris. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian
menunjukan bahwa moratorium Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bukanlah solusi yang utama bagi
debitur dan kreditor dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan dan PKPU, justru hal ini akan
berdampak pada ketidakpastian pembayaran utang para kreditor dan dapat menghilangkan jaminan bagi para
investor yang ingin melakukan investasi di Indonesia. Tindakan sementara pada kepailitan dapat menjadi
solusi yang lebih tepat untuk memberikan kemanfaatan yang seimbang bagi para pihak.

...... Requests for bankruptcy and Debt Payment Obligation postponement cases in Indonesia during the
Coronavirus pandemic era are mounting that causing the Asosiasi Pengusaha Indonesia (A pindo) to ask the
government to do a moratorium on Law Number 37 of 2004 for three years. According to Apindo, a
regulation such as a moratorium is needed to be the main solution in overcoming the increasing number of
applications for bankruptcy cases and Debt Payment Obligation postponement. The proposal submitted by
Apindo was not fully supported by several parties. Hence, this research was conducted to offer other
solutions to this matter, such as temporary action arrangements for bankruptcy that have been successfully
carried out by Singapore and United Kingdom. The research method used is library research with the type of
juridical-normative research. The results of the research show that the moratorium on Law Number 37 of
2004 is not the main solution for debtors and creditors in resolving bankruptcy and Debt Payment
Obligation postponement problems, in fact thiswill have an impact on uncertainty in paying creditors debts
and can eliminate guarantees for investors who want to invest in Indonesia. Temporary action in bankruptcy
could be a more appropriate solution to provide balanced benefits for the parties.
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